
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tcntang 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 
Kabupaten Purworejo; 

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan 
dan tingkat kebutuhan serta dengan 
memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka 
beberapa kctcntuan dalam Peraruran Bupati 
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilalrukan 
perunjauan kembali dan penycsuaian dengan 
menerbitkan Peraturan yang bani; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaminan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di 
Kabupaten Pwworejo, telah diterbitkan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah 
Kabupaten Purworejo; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 21 TAHUN 2014 

BUPATI PURWOREJO 

ISALINAN I 



Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Pcmenntah adalah Pcmerintah Pusat. 
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Pemerintah Provinsi adalah Pcmerintah Provinsi Jawa Tengah. 
4. Daerah adalah Kabupatcn Purworejo. 
5. Pcmerinlah Dacrah adalah Bupati dan Pcrangkat Daerah scbagai 

unsur pcnyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
7. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupatcn Purworejo. 

8. Dinas Keschatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKK 
adalah Dinas Kcschatan Kabupaten Purworejo. 

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat 
BPJS adalah badan hukum yang dibentuk unruk 
mcnyelcnggarakan program jaminan sosial. 

IO. Jaminan Keschatan adalah jaminan berupa pcrlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pcmeliharaan 
kesehatan dan pcrlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kcschatan yang diberikan kepada sctiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pcmerintah. 

11. -Jaminan Keschatan Daerah yang sclanjutnya disingkat Jamkceda 
adalah program pclayanan kcschatan bagi pcnduduk miskin 
Kabupaten Purworcjo yang tidak dijamln oleh program Jaminan 
Keschatan atau program asuransi keschatan lainnya. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
JAMlNAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerinlahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali, tcrakhir 
dengnn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 



12. luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh 
peserta, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah. 

13. Bantuan Juran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
Bantuan Juran adalah Juran program Jarninan Kesehatan bagi 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Marnpu yang dibayar oleh 
Pemerintah. 

14. Penerima Bantuan luran Jarninan Kesehatan yang selanjutnya 
disebut PBI Jarninan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang 
Tidak Mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 

15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kebidupan dirinya dan/atau 
keluarganya. 

16. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhl 
kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Juran 
bagi dirinya dan keluarganya. 

17. Masyarakat Miskin PBI Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya 
disebut Maskin PB! Jaminan Kesehatan, adalah penduduk miskin 
Kabupaten Purworejo yang ditetapkan sebagai PBI Jaminan 
Kesehatan. 

18. Masyarakat Miskin Jamkesda, yang selanjutnya disebut Maskin 
Jamkesda, adalah penduduk miskin Kabupaten Purworejo yang 
tidak ditetapkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan atau 
peserta program asuransi kesehatan lainnya, sehingga tidak berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan mclalui program Jaminan 
Kcschatan atau program asuransi kesehatan lainnya namun 
mendapatkan pelayanan keschatan mclalui program Jarnkesda 
apabila memenuhi paling sedikit 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator 
kemiskinan. 

19. Masyarakat Miskin Tertentu, yang selanjutnya disebut Maskin 
Tertentu, adalah penduduk miskin Kabupaten Pwworejo yang 
pernah ditetapkan sebagai peserta program jaminan kesehatan 
masyarakat yang tidak memiliki kartu, serta belum ditetapkan 
sebagai peserta program .Jarninan Kesehatan, tetapi masih dapat 
memperoleh pelayanan kesehatan melalui program Jamkesda. 

20. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemberi Pelayanan Kesehat.an yang ditujukan kepada individu, 
keluarga, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif serta pcningkatan derajat kesehatan lainnya. 

21. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan milik 
pemerintah atau swasta di dalam maupun di luar Kabupaten 
Purworejo yang memberikan pelayanan kesehatan. 

22. PPK .Jaminan Kesehatan adalah PPK khusus bagi peserta program 
Jaminan Keschatan. 

23. PPK Jarnkcsda adalah PPK khusus bagi pcserta program Jamkesda. 
24. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada 

Kabupaten Purworejo. 



25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Purworejo yang 
merupakan Unit Pelaksana Teknis DKK. 

26. Jaringan Puskesmas adalah jaringan kerja Puskesmas dalam 
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di 
wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos 
Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa. 

27. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit 
pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang 
pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah 
yang lebih kecil. 

28. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKO adalah suatu 
upaya kesehatan bersumber daya dari masyarakat, untuk dan 
bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/ 
kelurahan, yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk 
melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai 
dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas. 

29. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah 
suatu tempat yang didirikan oleh upaya kesehat:an bersumber daya 
dari masyarakat, untuk dan bersama masyarakat setempat atas 
dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan 
kesebatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. 

30. Pelayanan fan:nasi adalah pelayanan pcrbekalan farmasi berupa 
obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan. 

31. Pclayanan penunjang adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh 
tenaga medik, paramedik dan selain tenaga medik untuk 
mendukung penegakan diagnosa dan terapi. 

32. Pelayanan rehabilitasi rnedik adalah pelayanan kesehatan dalam 
bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotic] 
protestik, birnbingan sosial medik dan jasa psikologi. 

33. Pelayanan darah adalah pelayanan berupa transfusi darah dan/ 
atau komponen darah lainnya yang dibutuhkan pasien atas 
indikasi medis. 

34. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus adalah pelayanan 
kesehatan terhadap beberapa jenis penyakit tertentu yang perlu 
penanganan dan pembiayaan khusus seperti kanker, bydrochepalus, 
bibir sumbing, kelainan jantung, kelainan darah/ haemophilia, gagal 
ginjal/ hemodialisa dan kelainan bawaan sejak lahir. 

35. Pelayanan kesehatan khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh 
PPK kepada pasien dengan tindakan dan/ atau teknik secara 
khusus. 

36. Pcmulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleb 
rumah sakit untuk merawat jenazah berupa memandikan sampai 
dengan mengkafani. 

37. Pelayanan transportasi adalah pelayanan kepada pasien dengan 
menggunakan sarana ambulans atau mobil jenazah. 

38. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk 
keperluan observasi, diagnose, pcngobatan, rehabilitasi medis dan 
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap. 

39. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk 
keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan 
pelayanan kcsehatan lainnya dengan menempati tempat tidur 
diruang rawal inap. 



Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 
b, membcrikan pcdoman dalam pcnyelenggaraan Jamkesda; 
c. memberikan kemudahan pelayanan keschatan kepada masyarakat 

miskin di Kabupaten Purworejo; dan 
d. mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas 

dalam pcnyelengggaraan pelayanan kcsehataan bagi masyarakat 
miskin. 

Pasal 2 

MAKSUD 

BAB LI 

40. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang 
memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 
(Dua puluh cmpat) jam. 

4 l. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat, 

42. Gawat darurat adalah suatu kondiai apabila tidak segera dilakukan 
penatalaksanaan akan berakibat kematian atau caeat. 

43. Bcneana adalah peristiwa atau rangkaian pcristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan pcnghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusa.kan linglrungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

44. Masyarak.at miskin adalah orang pribadi yang merupakan anggota 
keluarga miskin di Kabupaten Purworejo. 

45. Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi kriteria miskin 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

46. Penyandang Cacal adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 
fisik atau mental ayang dapat mengganggu atau merupakan 
rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakuka.n fungsi­ 
fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya seeara layak, yang terdiri 
atas pcnyandang cacat fisik dan penyandang eaeat mental. 

47. Surat Pemyataan Miskin yang selanjutnya dapat disingkat SPM 
adalah surat pcmyataan yang dibuat oleh masyarakat miskin yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar miskin. 

48. Surat Keterangan Miskin yang sclanjutnya dapat disingkat SKM 
adalah surat kcterangan yang diterbitkan olch Kepala Dcsa/Lurah 
dan diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan benar-benar masyarakat miskin. 

49. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan 
di PPK yang dibebankan kepada masyarakat scbagai imbalan atas 
pclayanan yang diterimanya. 



6 

(3) Maskin Tertentu sebagairnana dimak.sud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari: 
a. gelandangan, pengernis, anak dan orang terlantar serta 

masyarakat miskin penghuni panti sosial; 
b. masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan 

rumah tahanan; 
c. masyarakat miskin penyandang cacat; 
d. peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 
e. bayi dan anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu 

orang tuanya terdaftar sebagai PSI Jaminan Kesehatan; 
f. ibu hamil dan ibu bersalin/ibu nifas dari suami yang terdaftar 

sebagai PSI Jaminan Kesehatan; 
g. penderita Thalassaemia Mayor, 
h. penderita Kejadian lkutan Pasca lmunisasi (KlPI); 
i. korban bencana sampai dengan 1 (satu) tahun pasca terjadi 

bencana; 
j. kondisi kesehatan lainnya akibat program nasionaJ. 

(2) Pendat.aan peserta Maskin PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lJ huruf a, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pedoman Pclaksanaan Jaminan Kcsehatan yang 
berlaku. 

(1) Peserta Program Jamkesda terdiri: 
a. Maskin PSI Jaminan Kesehatan; 
b. Maskin Tertentu; dan 
c. Maskin Jamkesda. 

Pasal 4 

PESERTA PROGRAM JAMKESDA 

BABN 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. peserta program Jamkesda; 
b. pelayanan kesehatan program Jamkesda; 
c. persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pelayanan Jamkesda; 
d. SKM; 
e. tata cara pencairan klaim; dan 
(. tim verifikasi. 

Pasal 3 

RUANG LINOKUP 

BAB Ill 



(2) PPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), daJam memberikan 
pclayanan kcsehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari 
PPK I Jamkesda, PPK II Jamkesda dan PPK llI Jamkcsda. 

(1) PPK yang memberikan pelayanan kesehatan daJam program 
Jamkesda bagi Maskin Tertentu dan Maskin Jam.kesda meliputi: 
a. PPK I Jamkesda; 
b. PPK n Jamkesda; dan 
c. PPK JJJ Jamkesda. 

Paragraf2 
PPK bagi Maskin Tertentu dan Maskin Jamkesda 

Pasal 7 

PPK bagj Maskin PBI Jaminan Kesehatan yang tidak dibiayai oleh 
Pcmerintah namun dibiayai oleh Pemcrintah Daerah rnelalui Program 
Jamkcsda adalah sama dcngan PPK bagi Maskin PBI Jaminan 
Kesehatan yang ditet.apkan daJam Pedoman Pelaksanaan Jaminan 
Kcsehatan yang berlaku. 

Pasal 6 

PPK bagi Maskin PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan sesuai Pedoman 
Pelaksanaan Jaminan Kesehat.an yang berlaku. 

Paragraf I 
PPK bagi Maskin PBI Jaminan Kesehatan 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
PPK 

BABV 

PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA 

(5) Maskin Jamkcsda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi ketentuan peraturan 
yang berla.ku. 

(4) Pendataan Maskin Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, sekurang-kurangnya memuat ten tang: 
a. Nomor lnduk Kependudukan; 
b. Nama; 
c. Jenis Keio.min; 
d. Tempat/Tanggal Lahir; dan 
e. Alamat. 



PPK m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf c, meliputi: 
a. RSUP DR.Sardjito Yogyakarta; 
b. RS. Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta; 
c. RSUD Margono Soekarjo Purwokerto; 
d. RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang; 
e. RS dr. Kariadi Semarang; 
f. Rumah Sak:it Pemerintah yang terikat kerjasama dengan Program 

Jamkesda Provinsi. 

Pasal 10 

(3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
buruf b, diberikan sampai dengan pasien dinyatakan sembuh atau 
dilakukan rujukan ke PPK yang Iebih mampu. 

(2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
buruf b adalah sebagai berikut: 
a. kecelakaan lalu lintas yang lidak dijamin oleh lembaga asuransi 

kecelakaan; 
b. serangan jantung; 
c. panas tinggi di atas 39° C (1'iga puluh sembilan derajat celcius) 

disertai kejang dan demam; 
d. perdarahan hebat; 
e. diare/muntah disertai dehidrasi sedang/bcrat; 
f. sesak nafas; 
g. kehilangan kesadaran; 
h. nyeri kolik; 
,. kecelakaan akibat rude paksa; dan 
j. keadaan gelisah pada penderita jiwa. 

(1) PPK U Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a, RSUD; dan 
b. Rumab Sakit swasta yang terikat kerjasama dengan Program 

Jaminan Kesehatan terhadap pelayanan gawat darurat, 

Pasal 9 

PPK I Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 
adalah Puskesmas dan jaringannya. 

Pasal 8 

(3) Pelayanan kesehatan terhadap pelayanan gawat darurat dapat 
dilaksanakan tidak secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 



Jenis pelayanan kesehatan bagi Masltin Jamkesda yang dibiayai oleh 
Pemerintah Daerah melalui program Jamkesda pada PPK I Jamkesda 
dan PPK II Jamkesda meliputi: 
a. rawatjalan; 
b. rawat darurat; 
c. rawat inap kelas III; 
d. pelayanan kesehatan khusus; 
e. pelayanan penunjang; 
f. tindakan medik; 
g. pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai pelayanan kesehatan 

yang ditetapkan dalam program Jaminan Kesehatan; 
h, rehabilitasi medik; 
1. pelayanan farmasi; 
j. pemulasaraan jenazah; 
k. pelayanan transportasi pemulangan jenazah; dan 
I. pelayanan transportasi rujukan. 

Pasal 13 

Paragraf 3 
Maskm Jamkesda 

Jenis pelayanan kesehatan bagi Masltin Tertentu yang dibiayai oleh 
Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda meliputi: 
a. pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam program .Jaminan 

Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan; 
b. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan 
c. pelayanan traneportasi pemulangan jenazah. 

Pasal 12 

Paragra!2 
Maskin Tertentu 

Jen.is pelayanan kesehatan bagi Maskm PBI Jaminan Kesehatan yang 
dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda meliputi: 
a. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan 
b. pelayanan transportasi pemulangan jenazah. 

Pasal 11 

Paragra! I 
Masltin PBI Jamjnan Kesehat.an 

Bagian Kedua 
Jenjs Pelayanan Kesehatan Jamkesda 
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Jenis pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesda yang dibiayai 
Pemerinlah Daerah melalui program Jamkesda pada PPK Ill Jamkesda 
meliputi: 
a. Rawat Jalan, meliputi: 

I. konsultasi media, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 
oleh dokter spesialis; 

2. rehabiHtasi medik; 
3. penunjang diagnostik; 
4. tindakan medis kecil dan sedang; 
5. pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan; 
6. pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai pelayanan kesehatan 

yang ditetapkan dalam program Jaminan Kesehatan; 
7. pemberian obat mengacu formularium rumah sakit dengan 

menggunakan obat-obat generik; dan 
8. pelayanan darah. 

b. Rawat inap tingkat lanjut, meliputi: 
1. a.komodasi rawat inap pada kelas Ill; 
2. konsultasi medis pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan; 
3. penunjang diagnostik; 
4. tindakan medis; 
5. operasi; 
6. pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai pelayanan kesehatan 

program Jaminan Kesehatan; 
7. pelayanan rehabilitasi medis; 
8. perawatan intensif (ICU, !CCU, PICU, NICU, PACU, HCU); 

Jenis pelayanan kesehatan bagl Maskin Jamkesda yang tidak dibiayai 
oleh Pemerintah Daerah mclalui program Jamkesda pada PPK I 
Jamkesda dan PPK II Jamkesda rneliputi: 
a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; 
b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; 
c. general check up; 
d. prothesis gigi tiruan; 
e. pengobatan altematif seperti akunpuntur, pengobatan tradisionil 

dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 
f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mendapat keturunan, lermasuk bayi tabung, dan pengobatan 
impotensi; 

g. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; 
h. kacamata; 
i. Intra Ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw (orthopedi), J Stent 

(Urologi), Stent Arteri (jantung], VP Shunt untuk bedah syaraf 
(neurologi), Mini plate (gigi dan mulut), implan.t spine dan non spine 
(orthopedi), prothesa (kusta), alat vatrektomi (mata), pompa kelasi 
(thalasemi), kateter double lumen (hemodialisa), implant 
(rekonstruksi kosmetik), stent [bedah, THT, kebidanan); 

j. alat bantu dengar; dan 
k. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset). 

Pasal 15 

Pasal 14 
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Jenis pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesda yang tidak dibiayai 
oleh Pemcrintah Dacrah melalui program Jamkcsda pada PPK Ill 
Jamkcsda meliputi: 
a. pclayanan yang tidak sesuai proscdur dan kctcntuan; 
b. bahan, alat dan tindakan yang bcrtujuan untuk kosmctika; 
c. general check up; 
d. prothesis gigi tiruan; 
e. pengobatan altcmatif (antar lain akupuntur, pcngobatan 

tradisional) dan pcngobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 
f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mcodapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pcngobatan 
impotcnsi; 

g. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; 
h. kacamata; 
i. Intra Ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw (orthopedi), J Stent 

(Urologi), Stent Arteri Gantung), VP Shunt untuk bedah syaraf 
(oeurologi), Mini plate (gigi dan mulut), implant spine dan non spine 
(orthopcdi), prothesa (kusta), alat vatrektomi (mata), pompa kelasi 
(thalasemi), katcter double lumen (hemodialisa), implant 
(rekonstruksi kosmetik), stent (bedah, THT, kebidanan); 

j. alat bantu dengar; dan 
k. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset]. 

9. pemberian obat mengacu fonnularium rumah sakit dengan obat 
generik; 

10. pelayanan darah; dan 
11. bahan dan alat kesehatan habis pakai. 

c. Pelayanan gawat darurat, meliputi: 
I. kecelakaan lalu lintas yang tidak dijamin oleh lembaga asuransi 

kecelakaan; 
2. serangan jantung; 
3. panas tinggi di atas 39° C ('Nga puluh sembilan derajat celcius) 

atau disertai kcjang dan demam; 
4. perdarahan hebat; 
5. diare/muntah disertai dehidrasi sedang/berat; 
6. sesak nafas; 
7. kehilangan kesadaran; 
8. nyeri kolik; 
9. kecelakaao akibat ruda paksa; dan 
10. keadaan gelisah pada penderita jiwa. 

d. Pelayanan kesehatan yang dibatasi meliputi: 
I. pelayanan penunjang diagnostic (MRJ dan CT Scan) untuk 

kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang 
sangat dlperlukan melalui pengkajian dan pengeodalian oleh 
Kornite Medik berdasarkan persetujuan pelayaoan disertai 
dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter 
yang merawat, Kepala SMF dan Komite Medik; 

2. kasus gagal ginjal kronis diarahkan CAPO! dengan pemberian 
barang pakai habis maksimal 24 (Dua puluh cmpat) kali; dan 

3. hacmodialisa diberikan sebanyak 24 (Dua puluh empat] kali. 

Pasal 16 
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(3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Tertentu pada PPK I 
Jamkesda dan PPK 11 Jamkesda diberikan penggantian biaya 
pelayanan kesehatan sebesar 100 % (Seratus persen). 

(2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Mask.in Tertentu yang 
dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui program .Jamkesda, 
meliputi: 
a. pelayanan kcsehatan yang ditetapkan dalam program Jaminan 

Kesehatan bagi PBI Jarninan Kesehatan; 
b. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan 
c. pelayanan transportasi pemulangan jenazah. 

(I) Pembiayaan pelayanan keschatan bagi Maskin Tertcntu dibiayai 
oleh Pemerintah Daerah dcngan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 19 

Paragraf 2 
Mask.in Tertentu 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diberikan 
penggantian biaya pelayanan kesehatan sebesar 100 % (Seratus 
perscn) scsuai dengan standar tarif yang berlaku. 

(1) Pembiayaan pelayanan keschatan bagi Maskin PBI Jaminan 
Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui program 
Jamkesda, meliputi: 
a. pelayanan pemulasaran jenazah; dan 
b. pelayanan transportasi pemulangan jenazah. 

Pasal 18 

(2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin PBI Jaminan 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [I], dilaksanakan 
sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Keschatan yang 
berla.lru. 

(I) Pelayanan kesehatan bagi Mask.in PBI Jarninan Keschatan dibiayai 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 17 

Paragraf I 
Mask.in PBI Jaminan Keschatan 

Bagian Kctiga 
Pembiayaan Program Jamkesda 
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(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung 
berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pade masing­ 
masing PPK. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
kepada Maskin Jamkesda pada PPK I Jamkesda dan PPK II 
Jamkesda dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pelayanan kesehatan rawat jalan di RSUD, Puskesmas dan 

jaringannya, diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan 
sebesar 100 % (seratus persen), kecuali untuk pelayanan 
hemodialisa dibcrikan penggantian biaya pelayanan sebesar 5004 
(lima puluh persen) dari total biaya pelayanan; 

b. pelayanan kesehatan rawat inap di PPK I diberikan penggantian 
biaya pelayanan kesehatan sebesar 50 % (Lima puluh persen) 
dari total biaya pelayanan dengan jumlah nominal paling banyak 
Rp 1.000.000,- (Satujuta Rupiah); 

c. pelayanan kesehatan rawat inap di PPK 11 cliberikan penggantian 
biaya pelayanan kesehatan sebesar 50 % (Lima puluh pcrsen) 
dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal paling banyak 
Rp. 3.000.000,- (Tigajuta Rupiah); 

d. pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus diberikan 
penggantian biaya pelayanan kesehatan sebesar 75 % (Tujuh puluh 
lima persen) dari total biaya pelayanan dengan jumlah nominal 
paling banyak Rp. 7 .500.000,- (Tujuh juta lima ratus Rupiah); 

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesda dibantu 
oleh Pemerintah Daerah dengan dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 20 

Paragraf 3 
Maskin Jamkesda 

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada 
masing-masing PPK. 

(4) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Tertentu pada PPK 
m Jamkesda, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah 
Prov:insi dan Pemerinlah Dacrah dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 40 % (Empat puluh persen] menjadi tanggungjawab Pcmcrintah 

Prov:insi; dan 
b. 60 % (Enam puluh persen) menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah. 
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Pembiayaan pelayanan transportasi rujukan, transportasi pemulangan 
jenazah dan pelayanan pemulasaran jenazah kepa.da peserta program 
Jamkesda diberikan penggantian biaya jasa pelayanan kesehatan dari 
Pemerintah Daerah sebesar 100 % (Seratus persen) sesuai dengan tarif 
yang berlaku, 

Bagian Keempat 
Pembiayaan Pelayanan Transportasi Rujukan, Pelayanan Transportasi 

Pemulangan Jenazah dan Pelayanan Pemulasaran Jenazah 

Pasal 22 

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Maslcin Jarnkesda pada 
PPK 111, menjadi tanggung jawab bcrsama antara Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Daerah dan pasien dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. 40 o/o (Empat puluh persen] menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Provinsi; dan 
b. 60 o/o (Enam puluh persen) menjadi tanggung jawab antara 

Pemerintah Daerah dan pasien dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. pembiayaan untuk pelayanan rawat jalan, menjadi tanggung 

jawab penuh Pemerintah Daerah; 
2. pembiayaan untuk pelayanan selain rawat jalan 

sebagairnana dirnaksud pada angka l, menjadi tanggung 
jawab antara Pemerintah Daerah dan pasien dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a) Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah adalah: 
1) pelayanan kesehatan rawat inap diberikan penggantian 

biaya pelayanan kesehatan sebesar 50 % (Lima puluh 
persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah 
nominal paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta 
Rupiah); 

2) pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus 
diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan 
sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari total biaya 
pelayanan dengan jumlah nominal paling banyak 
Rp. 7 .500.000,- ('l'ujuh juta lima ratus Rupiah); 

b) Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pasien adalah 
kekurangan pembiayaan pelayanan kesehatan dari 
keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang telah 
mendapat penggantian biaya pelayanan kesehatan dari 
Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud pada huruf a). 

(2) Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf c angka 1 dan huruf d angka 2 dan angka 3, 
yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf d angka 2 dan angka 3, menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah dan pasien dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) huruf b. 

Pasal 21 
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(3) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
PBI Jaminan Kesehatan pada PPK Ill Jamkesda adalah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan bukti 
rujukao dari PPK I Jamkesda dan/ atau PPK 11 Jamkcsda, kecuali 
untuk pelayanan gawat darurat. 

(2) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
PB! Jaminan Keschatan pada PPK I! Jamkcsda adalah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan bukti rujukao dari PPK I 
Jamkesda kecuali untuk pelayanan gawat darurat. 

(1) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada 
PPK I adalah sebagai berikut: 
a. mcmiliki kartu peserta PBI program Jaminan Kesehatan aias 

nama pasien yang sah dan masih berlaku atau terdaftar sebagai 
peserta PB! Jaminan Kesehatan yang dibuktikan dengan surat 
ketcrangan dari pcngelola program Jaminan Kcschatan; 

b. mcndapatkan jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung 
program Jamkcsda; 

c. mcndapatkan pelayanan kesehatan dari PPK Jamkcsda yang 
ditunjuk; 

d. penduduk Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dcngan 
mcnunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu 
Kcluarga (KK) yang sah dan rnasih berlaku serta menyerahkan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) at.au Kartu Keluarga (KK) 
yang sah dan masih berlaku sebanyak 2 (Dua) lembar. 

Pasal 24 

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
bagi Maskin PBI Jaminan Kesehatan, diatur dalam Pedoman 
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang berlaku. 

Pasal 23 

Paragraf 1 
Persyaratan 

Bagian Kcsatu 
Persyaratan dan Tata Cara untuk Mcmpcroleh Pclayanan Kesehatan 

bagi Maskin PB! Jaminan Kesehatan 

PERSYARATAN DAN TATA CARA 
UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN 

BABVI 
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(1) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Tertcntu yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada PPK I 
Jamkesda adalah sebagai berikut: 
a. penduduk Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan 

mcnunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu 
Keluarga (KK) yang sah dan masih berlaku serta mcnyerahkan 
fotokopi Kartu Tenda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 
yang sah dan masih berlaku sebanyak 2 (Dua) lembar. 

Pasal 26 

Paragraf l 
Persyaratan 

(3) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kcsehatan bagi Maskin PB! 
Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pcmcrintah Dacrah pada 
PPK Ill Jamkcsda adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditambah dengan bukti rujukan dari PPK I Jamkesda dan/ atau 
PPK 11 Jamkcsda kecuali untuk pelayanan gawat darurat. 

Bagian Kcdua 
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperolch Pclayanan Kesehatan 

Bagi Maslcin Tcrtentu 

(2) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin PBI 
Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada 
PPK II Jamkesda adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditambah dengan bukti rujukan dari PPK I Jamkesda, kecuali 
untuk pelayanan gawat darurat, 

(I) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maslcin PBI 
Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada 
PPK I Jamkesda adalah sebagai berikut: 
a. pasien atau penanggungjawabnya mendaftarkan diri sebagai 

pasien PB! Jaminan Kesehatan pada petugas pendaftaran 
pelayanan di PPK I resmi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai 
PPK Jaminan Kesehatan; 

b. pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (I) kepada petugas 
pendaftaran pelayanan; 

c. penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
harus dilaksanakan paling lambat 2 x 24 jam hari kerja, 
terhitung sejak pasien mulai mendaftarkan diri; 

d. apabila pelayanan kesehatan telah selesai diberikan sebelum 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka 
persyaratan harus diserahkan sebelum pasien pulang. 

Pasal 25 

Paragraf2 
Tata Cara 
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b. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang 
menangani bidang sosial bagi gelandangan, pengemis, anak dan 
orang terlantar, masyarakaL miskin penghuni panti sosial serta 
masyarakat miskin penyandang cacat; 

c. rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyamkatan/Kepala 
Rumah Tahanan setempat bagi masyarakat miskin penghuni 
lembaga pemasyarakatan dan rurnah tahanan; 

d. peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibuktikan 
dengan menunjukkan asli kartu peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH), dan menyerahkan fotokopi kartu peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH}, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan atau Kartu Keluarga (KK) yang sah dan masih berlaku 
sebanyak 2 (Dua) lembar dan rekomendasi dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang menangani bidang sosial; 

e. menyerahkan surat keterangan kepesertaan PBI Jaminan 
Kesehatan dari pengelola program Jaminan Kesehatan atau 
fotokopi kartu peserta program Jaminan Kesehatan PBI 
sebanyak 2 (dua) lembar dengan melampirkan akte 
kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pemyataan 
dari tenaga kesehatan, bagi bayi dan anak yang lahir dari kedua 
orang tua atau salah satu orang tuanya terdaftar sebagai PBI 
Jaminan Kesehatan; 

f. menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu 
Keluarga (KK) yang sah clan masih bcrlaku dan menyerahkan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 
yang sah dan masih bcrlaku sebanyak 2 (dua) lembar dan 
menunjukkan Buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA), bagi ibu 
hamil, ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir dari peserta 
program Jaminan Kesehat.an PBI; 

g. menyerahkan fotokopi kartu penderita Thalassaemia yang 
diterbitkan oleh Yayasan Tbalassaemia Indonesia (YTI) sebanyak 
2 (dua) lembar bagi penderita Thalassaenua Mayor, atau surat 
keterangan dari Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) 
cabang dan surat keterangan dari dokter yang merawat, yang 
menerangkan bahwa yang bersanglcutan menderita 
Thalassaemia Mayor, bagi penderita baru; 

h. mcnunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu 
Keluarga (KK) yang sah dan masih berlaku dan menycrahkan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (K'l'P) atau Kartu Kcluarga (KKJ 
yang sah dan masih berlaku scbanyak 2 (dua) lembar, serta 
surat keterangan penderita Kejadian lkutan Pasca lmunisasi 
(KIPI) dari doktcr yang menangani; 

i. surat keterangan sebagai korban bencana dari kcpala desa/ 
lurah setempat bagi korban bencana; 

j. surat kcterangan mengenai gangguan kesehatan lainnya akibat 
program nasional dari camat setempat, 
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(3) Tata cara untuk memperoleh pclayanan kesehatan bagi Maskin 
Tertcntu yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada PPK III 
Jamkesda adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 26 ayat (3). 

(2) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Tertentu yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada PPK II 
Jamkesda adalah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), ditambah 
dengan menyerahkan bukti rujukan dari PPK I Jamkesda, kecuali 
untuk pelayanan gawat darurat. 

(1) Tata cara untuk memperoleh pclayanan kesehatan bagi Maskin 
Tertcntu yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada PPK I 
Jamkcsda adalah sebagai berikut: 
a. pasien atau penanggungjawabnya mendafta.rkan diri sebagai 

pasien Maskin Tertentu pada petugas pcndaftaran pelayanan di 
PPK I Jamkcsda yang ditunjuk; 

b. pasicn atau pcnanggungjawabnya mcnyerahkan pcrsyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada petugas 
pcndaftaran pelayanan; 

c. penyerahan persyaratan scbagaimana dimaksud pada huruf b, 
harus dilakukan paling lambat 2 x 24 jam hari kcrja, terhitung 
sejak pasien muJai mendaftarkan diri; 

d. apabila pclayanan kesehatan telah selesai dibcrikan sebelum 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka 
persyaratan harus diserahkan sebelum pasien pulang. 

Pasal 27 

Paragraf2 
Tata Cara 

(3) Persyaratan untuk memperoleh pclayanan kesehatan bagi Maskin 
Tertentu yang dibiayai oleh Pemcrintah Daerah pada PPK Ill 
Jamkesda adalah sebagai berikut: 
a. mcmiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l); 
b. bukti rujukan dari PPK I Jamkesda dan/ atau PPK II Jamkesda, 

kecuali unruk pclayanan gawat darurat; dan 
c. menycrahkan rekomendasi dari DKK. 

(2) Pcrsyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Tcrtantu pada PPK 11 Jamkcsda adalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), ditambah dengan bukti rujukan dari PPK I Jamkesda, 
kccuali untuk pclayanan gawat darurat. 
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(1) Tata cara untuk mcmperolch pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Jamkesda pada PPK I Jamkesda adalah sebagai berikut: 
a. pasicn atau penanggungjawabnya mendaftarkan diri sebagai 

pasien Maslcin Jamkesda pada petugas pendaftamn pelayanan 
di PPK I Jamkcsda yang ditunjuk; 

b. pasien atau penanggungjawabnya mcnycrahkan persyaratan 
sebagaimana diroaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada perugas 
pcndaftamn pelayanan; 

Pasal 29 

Paragraf2 
Tata Cara 

(3) Pcrsyaratan untuk memperoleh pelayanan keschatan bagi Maskin 
Jamkcsda pada PPK Ill Jamkesda adalah sebagai berikut: 
a. memililci pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (I); 
b. bukti rujukan dari PPK I Jarnkcsda dan/ atau PPK II Jamkesda 

kccuali untuk pelayanan gawat darurat; dan 
c. mcnycrahkan rckomcndasi dari DKK. 

(2) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Jamkcsda pada PPK 11 Jamkcsda adalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat Ill, ditambah dengan bukti rujukan dari PPK I 
Jamkcsda, kecuali untuk pelayanan gawat darurat 

(1) Pcrsyaratan untuk memperolch pelayanan kcsehatan bagi Maskin 
Jamkcsda pada PPK I Jamkesda adalah: 
a. mcmcnuhi paling sedikit 5 [lirna] dari 11 (sebclas) indikator 

masyarakat miskin; 
b. mcndapatkan jcnis pelayanan kcschatan yang ditanggung 

program Jamkesda; 
c. mendapatkan pelayanan keschatan dari PPK Jamkcsda yang 

ditunjuk; 
d. penduduk Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan 

mcnunjukkan asli Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) atau Kartu 
Keluarga (KK) yang sah dan masih berlaku serta menycrahkan 
fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) atau Kartu Kcluarga (KK) 
yang sah dan masih berlaku sebanyak 2 lembar. 

Pasal 28 

Paragraf 1 
Persyaratan 

Bagian Ketiga 
Pcrsyaratan dan Tata Cara Untuk Memperolch Pelayanan 

Kesehatan Bagi Me.skin Jamkcsda 
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(2) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari 11 (Sebelas) indikator, yaitu: 
a. pcngeluaran setiap anggota rumah tangga dcngan jumlah 

pengeluaran rata-rata perbulan kurang dari Rp. 235.491,- (Dua 
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu 
Rupiah); 

b. terdapat anggota rumah tangga yang menderita penyakit kronis 
dan/ atau khusus; 

c, luas lantai bangunan ternpat tinggal kurang dari 8 m2 (Oelapan 
meter persegi) per orang; 

(l) Pcrsyaratan untuk mendapatkan SKM adaJah: 
a. tcrcatal sebagai penduduk desa/ kelurahan yang bcrsangkutan 

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau 
Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; 

b. termasuk dalam kriteria masyarakat miskin; 
c. tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehalan atau 

program asuransi kesehatan; clan 
d. membuat dan menandatangani SPM. 

Pasal 30 

Bagian Kcsatu 
Persyaratan 

BAB Vll 

SKM 

(3) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Jarnkesda pada PPK Ill Jamkesda adalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ()), ditambah dengan menyerahkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). 

(4) Khusus rumah sakit jiwa, apabila diperlukan konsultasi medis 
lanjutan pada rumah sakit umum, Surat Jaminan Pelayanan 
Kesehatan awal bisa dipergunakan dengan menyerahkan fotokopi 
surat tersebut yang dilegalisir oleh PPK Jarnkesda. 

c. penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
harus dilakukan paling lambat 2 x 24 jam hari kerja terhitung 
scjak saat pasien mendaftarkan diri; 

d. apabila pelayanan kesehatan telah selesai dibcrikan sebelum 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka 
persyaratan harus diserahkan sebelum pasicn pulang. 

(2) Tata cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Maskin 
Jarnkesda pada PPK 11 Jamkesda adalah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l), ditambah dengan menyerahkan bukti rujukan dari 
PPK I Jamkesda, kecuaJI untuk pelayanan gawat darurat. 
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(1) SKM bcrlaku untukjangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak 
tanggal diterbitlcan. 

(2) Apabila jangka waktu SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
telah berakhir dan pemilik SKM masih membutuhkan SKM, maka 
harus diterbitkan SKM yang baru sesuai dengan persyaratan dan 
tata cara yang berlaku. 

Pasal 32 

Bagian Ketiga 
Masa Berlalru SKM 

(4) Bentuk dan isi SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
seperti tercantum dalam Lampiran II Pcraturan ini. 

(1) SKM diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat setelah 
pemohon SKM memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1). 

(2) Kepala Desa/Lurah hanya dapat menerbitkan SKM bagi pemohon 
SKM yang memenuhi kriteria masyarakat miskin paling sedikit 
5 (Lima) indikator dari keseluruhan indikator kriteria masyarakat 
miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). 

(3) SKM yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ 
Lurah kemudian diketahui oleh Camat setempat. 

Pasal 31 

Bagian Kedua 
Prosedur Penerbitao SKM 

d. jenis lant.ai bangunan tempat tinggal terbuat dari 
tanah/bambu/kayu murahan; 

e. jenis dinding tcmpat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu 
berkualitas rcndah/tembok tanpa diplcster; 

f. tidak memiliki fasititas buang air bcsar kcluarga/bcrsama 
dengan rumah tangga lain; 

g. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 
h. sumber air minum berasal dari sumur tidak terlindung/mata air 

tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 
i. bahan bakar untuk memasa.k sehari-bari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah; 
j. pendidikan kepala rumah tangga paling tinggi tamat Sekolah 

Oasar; dan/ atau 
k. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai 

paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah). 

(3) Bentuk dan isi SPM sebagaimana diroaksud pada ayat (1) huruf d 
adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I Peraturan ini. 



22 

(5) Bendahara Pengeluaran DKK mencairkan penggantian biaya 
pclayanan kesehatan yang disalurkan melalui rekening masing­ 
masing PPK II Jamkesda dan PPK III Jamkesda. 

(4) Bendahara Pengeluaran DKK mencairkan pcnggantian biaya 
pelayanan kesehatan pada PPK I Jamkesda. 

(3) Pencairan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin 
PBl Jaminan Kesehatan yang tidak dibiayai oleh program Jaminan 
Kesehatan namun dibiayai program Jarnkesda, Maskin Tertentu dan 
Maskin Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilampiri 
dengan asli Betita Acara Verifikasi dan fotokopi Rekapitulasi 
Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penggantian Biaya 
Pelayanan Kesehatan dari DKK; 

(I) Klaim pcnggantian biaya pclayanan kesehatan bagi Maskin PBI 
Jaminan Keschatan yang tidak dibiayai oleh program Jaminan 
Keschatan namun dibiayai Program Jamkesda dan klaim 
pcnggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Tertentu dan 
Maskin Jamkesda terhadap pelayanan kesehatan pada PPK I 
Jamkesda, PPK II Jamkesda dan/ atau PPK m Jamkesda diajukan 
kepada Bupati c.q. Kepala DKK, dengan dilampiri: 
a. rekapitulasi dan rincian biaya pclayanan serta tagihan asli; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dan fotokopi Kartu 

Keluarga (KKJ dan surat keterangan terda.ftar sebagai PB! 
Jaminan Kesehatan atau fotokopi kartu peserta program 
Jaminan Kesehatan atas nama pasien yang sah dan masih 
berlaku bagi Maslrin PB! Jaminan Kesehatan; 

c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Passi 26 ayat (1) 
huruf b sampai dengan huruf j, bagi Maskin Tertentu; 

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTPJ atau fotokopi Kartu 
Kelua.rga (KK), fotokopi SPM dan fotokopi SKM atas nama 
pasien yang sah dan masih berlaku bagi Maskin Jamkesda 
yang sudah dilegalisir oleh Kepala Oesa/ Lurah; 

e, fotokopi surat rujukan bagi pasien rujukan; 
f. fotokopi buku tabungan/ rekening giro pada Bank Umum 

khusus bagi PPK II Jamkesda dan PPK lII Jamkesda. 

(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disampaikan melalui 
Tim Verilikasi dan selanjutnya diterbitkan Keputu.san Bupati 
tentang Penetapan Penerirna dan Besaran Pcnerimaan Penggantian 
Biaya Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 33 

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN 
YANG DIBIAYAI PROGRAM JAMKESDA 

BAB VIU 
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(3) Apabila dalam satu tahun anggaran masih terdapat tanggungan 
klaim tahun anggaran sebelumnya yang belum terbayarkan, maka 
pemenuhannya diprioritaskan menggunakan anggaran tahun 
anggaran berkenaan. 

(1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda 
dibebankan pada APBD. 

(2} Apabila dalam satu tahun anggaran dana yang dialokasika.n dalam 
APBD tidak mencukupi untuk membayar klaim penggantian biaya 
pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, maka klairn yang 
belum terbayar diusulkan untuk dianggarkan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 36 

KETENTUAN LAIN-LA.IN 

BABX 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. menerima dan mengagenda permohonan penggantian biaya 

pelayanan kesehatan dari PPK; 
b. melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap 

pengajuan klaim; 
c. membuat berita acara hasil verifikasi; 
d. mengelompokkan dan merekapitulasi klairn yang dinyatakan 

Jengkap dan mengajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Purworejo; 

e. menyusun draf Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan 
besaran penerimaan penggantian biaya pelayanan kesehatan; 

f. menyampaikan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan 
besaran penerimaan penggantian biaya pelayanan kesehatan 
beserta kelengkapannya untuk proses pencairan. 

Pasal35 

Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap klaim penggantian biaya 
pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, maka dibentuk Tim 
Verifikas] yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OKI<. 

Pasal 34 

TIM VERJFIKASI 

BAB IX 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 21 SERI ENOMOR 17 

TRI HANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

TIO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 23 Juni 20 14 

BUPATI PURWOREJO, 

TID 
MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworcjo 
pada tanggal 23 Juni 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya mcmerintahkan pengundangan 
Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah 
Kabupaten Putworejo. 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Pasal38 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati Purworejo 
Nomor 16 Tahun 2013 tcntang Penyclenggaraan Jaminan Kcschatan 
Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Dacrah Kabupaten Purworcjo 
Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal37 

KETENTUAN PENUTUP 

BABX1 
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MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

TTD 

( ) 

Yang membuat pemyataan, 

Purworejo, 20 . 

Demikian surat pemyataan kami buat dengan sebenar-benarnya 
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dengan ini menyatakan dcngan sesungguhnya bahwa pasien tersebut 
di atas merupakan masyarakat miskin dan tidak terdaftar sebagai peserta 
program Jaminan Kesehatan atau program asuransi lainnya, untuk ltu 
kami mohon mendapatkan bantuen biaye pelayanan kcsehaten ates pasien 
tcrsebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku. 

Apabila pemyataan yang kami sampaikan ini temyata tidak benar, 
rnaka kami sanggup mengganti seluruh biaya pelayanan kesehatan yang 
tclah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan mempertanggungjawabkan 
kcpada Tuhan Yang Maha Esa. 

Nama 
Tempat / Tgl lahir 
Alamat 
Peke.rjaan 

Dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab pasien: 

Nama 
Tempat /T~ Iahir 
Alamat 
Pekerjaan 
Hubungan keluarga 
dengan pasien 

Yang benanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN MISKIN 
(SPM) 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 21 TAHUN 2014 
TENTANO 
PENYELENOOARMN 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO 

FORMAT SPM 
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8 PBIIERIJITAH KABUPATEN PURWOR.BJO 

KECAMATAN .............................. 

OESA/KELURAHAN ................................. 

SURAT KETERANGAN MISKIN 
NOMOR: ........................... 

Yang bertanda tangan clibawah ini, saya: 

Nama : ........................................................ 
Jabatan Kepala Oesa I Lurah ........................ 
Alamal : ........................................................ 

Dengan ini menyat.akan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama ........................................................ 
Alamat : ........................................................ 
Umur : ........................................................ 
Pekerjaan ........................................................ 
Benar-benar merupakan keluarga mi skin karena telah memenuhi 

paling sedikit 5 (Lima) indikator masyarakat mi skin dari I I (Se be las 
)inclikator masyarkat misk:in sebagai berikut: 

NO INDlKATOR MASYARAKAT MISKIN KONDISI * KETERANGAN YA TI OAK 
I pengeluaran setiap anggola rum ah (Jumlah 

tangga dengan jumlah pengeluaran anggota 
rata-rata perbulan paling ban yak keluarga 
sebesar Rp. 235.491,- (Dua ratus tiga sebanyak ..... 
puluh lima ribu em pat ratus orang) .. 
Sembilan ouluh satu ruoiahl: 

2 terdapat anggola rumah tangga yang 
menderita penyakit kronis dan a tau 
khusus: 

3 luas lanta.i bangunan tempat tinggal 
kurang dari 8 m2 (Dela pan meter 
oerseeit oer crane: 

FORMATSPM 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 21 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO 
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3 luas Jantai bangunan tempat tinggal 
kurang dari 8 m2 (Delapan meter 

oer oranz: 

(Jumlah 
anggota 
keluarga 
sebanya.k 
orang)- 

l pengeluaran setiap anggota rumah 
tangga dengan jumlah pengeluaran 
rata-rata perbulan paling banyak 
sebesar Rp. 235.491,- (Dua ratus tiga 
pulub lima ribu empat ratus 
Sembilan ouluh satu ruoiahl; 

2 terdapat anggota rumah tangga yang 
menderita penyakit kronis dan atau 
khusus: 

NO KETERANGAN INDIKATOR MASYARAKAT MISKIN KONDISJ • 
YA TIDAK 

Benar-benar merupakan keiuarga miskin karcna tclah memenuhi 
paling sedikit 5 (Lima) indikator masyarakat miskin dari 11 (Sebelas 
)indikator masyarkat miskin sebagai berikut: 

: . 
Nama 
Alamat 
Umur 
Pekerjaan 

Dengan ini mcnyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

: Kepala Desa / Lurah . 
: ' -~ Nama 

Jabatan 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

SURAT KETERANOAN MISKIN 
NOMOR: . 

PEIIERIJITAH KABUPATEN PURWOR&JO 

KECAMATAN . 

DESA/KELURAHAN , . 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 21 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO 

FORMATSPM 
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MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

ITO 

• Harap diisi salah. satu 
•• Hamp diisi denganjumlah anggota keluarga 

yang menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga 

4 jenis lantai bangunan tempat tinggal 
terbuat dari tanah/brunbu/kayu 
murahan: 

5 jenis dinding tempat tinggal terbuat 
dari bambu/ rumbia/ kayu 
berkualitas rendah/ tembok tan pa 
dinlester: 

6 tidak mcmiliki fasHitas buang ajr 
besar kcluarga /bersama dengan 
rumah tan"= Iain: 

7 sumber pcncrangan rumah tangga 
tidak menzzunakan listrik: 

8 sumbcr air min um berasal dari 
sumur tidak terlindung/ mata air 
tidak tcrlindunz I sunaai I air huian: 

9 bahan bakar untuk memasak sehari- 
hari adalah kayu 
bakarj arana/minvak tanah: 

10 pcndidikan kepala rumah tangga 
paling tinggi tamat Sekolah Dasar; 
dan/ atau 

11 tidak merniliki tabungan/barang 
yang mudah dijual dengan nilai 
paling banyak Rp. 1.000.000,- [Satu 
iuta Ruoiahl. 

schingga layak untuk mcndapatkan Jaminan Pelayanan Kescbatan Daerah 
dari Pcmerintah Kabupatcn Purworejo. 

Demikian surat kcterangan ini dibuat dengan scbcnar-benarnya, 
apabila dikemudian hari tcrbukti bahwa keterangan ini tidak scsuai dcngan 
keadaan yang sesungguhnya, maka saya bersedia 
mcmpcrtanggungjawabkannya dan diproses sesuai hukum yang bcrlaku. 

Purworejo, ........... 20 ..... 

Mengetahui, 
Camat ........• Kepala Desa/ Lurah, 

( ................... ) ( ............................ ) 

 


